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PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA

Oleh:
'lVarmiyana ZairiAbsi, S.H., M.HI

ABSTRAK

Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan
tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersipat amoral, menyangkut
jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam iabatan
karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi, politik dan penempatan keluarga atau
golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, bagi golongan tertentu korupsi
bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum tetapi suatu kebiasaan yang mud.ah dan
terbiasa untuk dilakukan. Hal ini disebabkan lemahnya sistem penegakkan hukum
tehadap pelaku tersangka kasus korupsi.

Berdasarkan hasil peneiitian iru maka dapat dapat ditarik kesimpulan faktor yang
mempengaruhi penegakan hokum adalah :

l.Faktor yang terdapat dalam system hukum
a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang

menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

2.Faktor yang terdapat di luar sistem hukum
a. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.
b. Faktorkebudayaan
c. Faktor penguasa negara

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstoat), tidak berdasarkan atas

kekuasaan belaka (Machstaat), hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945

sebelum amandemen. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang

demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia,

dan menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh

dilakukan. Dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat hukum mempunyai

7i P.").r::.1.-.''
DT\ 1\ :- --, - -1L\

' Dosen Sekolah Tinggi Ilrnu Hukum Sumpah pemuda palembang
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fungsi seperti penertiban pengaturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya.' Salah

satu sasaran hukum yang hendak dituju adalah apabila perbuatan atau tingkah iaku

tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka disebut sebagai

kejahatan atau tindak pidana dan terhadap setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana

maka kepadanya wajib dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat merugikan negara

adalah masalah tindak pidana korupsi. Beberapa pengertian korupsi, disebutkan bahwa :

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan
untuk kepentingan sendiri dan sebagainya

2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapn uang, penerima uang sogok
dan sebagainya

3. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi 263

Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan

tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersipat amoral, menyangkut

jabatan instansi atau aparatur emeriuntah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan

karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi, politik dan penempatan keluarga atau

golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan j abatan.a

Pengertian masyarakat umum tentang definisi dari korupsi adalah suatu tindak

pidana yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara yang dimiliki

secara tidak sah ( haram) atau merugikan perekonomian negara.2's

Adapun unsur-unsur korupsi berdasarkan Pasal I ayat (1) sub a Undang-undang

nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan;
b. Menyalahgunakan wewenang, kesempalan, atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan;
c. Yang secar:a langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara.

Dengan demikian arti korupsi adalah sesuatu yang busukjahat dan merusak,

berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersipat

amoral, sipat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur

pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut

2 
Soerjono Dirdjosisworo,Pengantar llmu Hukum,PT.Raja Grapindo Persada, Jakarta,

2012,hal.l54
3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia, Pendidikan Anti Karupsi Untuk

Perguruan Tinggi, 2Al l, ha|.24
u Ihid
' Leden Marpaung, Tindak Pidanq Korupsi Masalah clan Pemberantssannya (bagian kedua),

Sinar Grafika: Jakarta, 1991, hlm 149

163

fakt

baw

Tahr

p

memili

senanti

dimaks

(

unsul

a

d.

u lbtd

c.

b



gain,va.2 Salah

r tingkah iaku

,setut sebagai

tindak pidana

rugikan negara

Ikar bahrva :

kai kekuasaan

na uang sogok

kan keny'ataan

i. nrenl angkut

,Jalar-n jabatan

keluarga atau

n suatu tindak

I ) dng dimiliki

--ndang-undang

:ai berikut :

1:

lanr a karena

ran negara atau

dan merusak.

l trng bersipa:

atau apararur

n. nen\ angkui

u,i-

i Korupsi L'nrut;

,)a)Jn ke.iu,Ji.

hrnal .IUSTICI l'ol. 7 No_ 2. Juni 2015

faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di
bawah kekuasaan 

. i ab atan.6

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal2 ayat {1) UU No. 20
Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, adalah :

" Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendlri atau korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian ,.gu*, dipidana
dengan pidana peniaru seumur hidup atau pidanapenjara pulit g singkat +
(empat) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun dan aiau denda paling
sedikit Rp.200.000.000,00 (dua raru.s juta) dan paling irnyutr
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).,,

Suatu perbuatan baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi bila memenuhi

unsur-unsur sebagai berikut :

a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
o'perbuatan memperkaya" artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil,

memindah bukukan, menandatangani kontrak/proyek fiktil penggelebgngan

dana (mark up) dan sebagainya sehingga si pembuat bertambah kaya.

b. Menyalahgunakan w'ewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukannya. "menyalahgunakan" disini memiliki arti
menggunakan tugasliabatan dengan tujuan untuk memperkaya did send irilorang
lain.

c. Bersifat melawan hukum. "melawan hukum disini diartikan secara formil dan

materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam
perumusan delik.

d. Perbuatan ini secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan

perekonomian negara. Perbuatan secara langsung atau tidak langsung ini harus

dibuktikan adanya secara objektif dan kapan adanya keadaan yang merugikan

ifu. Dari rumusan ini tarnpaklah bahwa delik ini merupakan delik materiil.

Perbuatan korupsi itu sendiri selalu melibatkan satu pihak/orang atau lebih karena

memiliki elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik dari para pihak, meski tidak
senantiasa selalu berupa uang. Padapasal 1 UU no.31 tahun 1999 menyebutkan yang

dimaksud dengan para pihak tersebut adalah :

6 thtd
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1. Korporasi, baik berupa bdan hukum maupun bukan badan hukum,

2. Pegawai negeri sipil,

3. Setiap orang baik perseorangan atau termasuk dalam korporasi.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, bagi golongan tertentu korupsi

bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum tetapi suatu kebiasaan yang mudah dan

terbiasa untuk dilakukan. Hal ini disebabkan lemahnya sistem penegakkan hukum

tehadap pelaku tersangka kasus korupsi. Pemerintah disini dituntut berperan aktif dan

kompeten serta amanah dan bertanggung jawab agar regulasi yang telah dibentuk dan

dirumuskan dalam undang-undang dapat efektif sehingga mampu meminimalisir korupsi

di Indonesia.Berdasarkan latarbelakang di atas penulis coba mengkaji mengenai

penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di indonesia

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas , maka rumusan masalah yang akan penulis kaji

dalam penulisan ini adalah bagaimana efektifitas penegakan hukum dalam

memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia ?

C. Pembahasan

Tindak pidana korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu

negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secaJa terus menerus, maka

alian terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu

mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala caru (the end justiJies the

means). Untuk itu, perlu adanya upaya pemberantasan korupsi secara tuntas dan

bertanggung jawab

Berbagai kebijakan dan lembaga pemberantasan yang telah ada tersebut ternyata

tidak cukup membawa Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi. Berdasarkan

kondisi dimana Indonesia tetap dicap sebagai salah satu negara terkorup di dunia

tentunya ada beberapa hal yang kurang tepat dalam penegakan hukum pemberantasan

korupsi tersebut.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

niiai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara,

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

me
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Pokok penegakan hukum sebenamya terletak pada faktor-faktor yang mungkin
::.mpengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak

:.rsitif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Secara umum faktor-faLtor yang mempengaruhi penegakan hukum ada dua, yaitu :

1.Faktor yang terdapat dalam system hukum
a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang_undang
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang

menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

2.Faktor yang terdapat di luar sistem hukum
a. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.
b. Faktor kebudayaan
c. Faktor penguasa negaral

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum
merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum
merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak
bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelengg araan hukum bukan
hanya mencakup low enlbrcement saja, namun juga peace maintenalce, karena
penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai
kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan
dengan hukum yang terlulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan

yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga
masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan

dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-

undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin.
Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinyatidak saling bertentangan baik secara

vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang

' Salman Luthan,Penegakan Hukum Dalqm Konteks Sosiologi,Jumal Hukum Ius euia Iustum,Ull.hal.6T
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lainnya" bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya

merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan

itu.Mengenai faktor hukum dalam ha1 ini dapat dianrbil contoh pada pasal 363 KUHP

yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimunnya saja, yaitu 7

tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia

dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan arfiaru

tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat

dalam penegakan hukum tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau

law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum

yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara

proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak

hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam

arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas

sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam

melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan,

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penbuktian, penjatuhan vonis dan pemberian

sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati

mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika

memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan

keputusan moral.

Aturan paru aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang

mengambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi,wewenang dan tanggung jawab

polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

b. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
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c' Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam
undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

d' Lembaga Permasyarakatan, secara umum kedudukan. fungsi dan tugas kepolisian
diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang permasyarakatan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas pendukung

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum,
menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum
akan berlangsung dengan lancar tanpa adanyasarana atau fasilitas yang memadai.

Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga
manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil
penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan
peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak
memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang
minim' Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnyasendiri masih buruk,
karena sebaik apapun sa-rana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa
adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.

4. Faktor Masyarakat

lJndang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tenturg Pemberantasan Tindak pidana
Korupsi yang menggantikan undang-undang Nomor 3 Tahun rgTr tentang
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (LN r97r No. rg, TLN No. 295g) telah
memungkinkan adanya parlisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak
pidana korupsi' Ketentuan mengenai peran sefia masy arakattersebut tertuang dalam pasal
47 dan42Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Pasal4l

(1) Masyarakat dapat berperan seria membantu upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi

(2) Peran serta masyarukat sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) diwujudkan dalam
bentuk:

a) hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi
tindak pidana korupsi;
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b) hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencad, memperoleh dan memberi

informasi kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;

c) hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab atas

pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu

paling lama 30 (tiga Puluh) hari.

d) hak untuk memperoleh perlindungan dalam hal:

i. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c;

ii. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan

sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

iii. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan

tanggung jawab daiam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

korupsi;

iv. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3)

dilaksanakan dengan berpegang teguh pada norma agarna dan norma sosial

lainnya;

v. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran sefia masyarakat dalam

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud

dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah

berjasa daiam pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana

korupsi;

(2) Ketentuan menganai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

5. Faktor Kebudayaan

Ada hal yang memprihatinkan dalam kehidupan bermasyarakat dimana suatu

perilaku korupsi dianggap suatu hal biasa dan cenderung membudaya, antara lain :

a. Salam tempel (suap,gratifikasi) terhadap penegak hukum iika melakukan

pelanggaran - pelanggaran kecil seperti melanggar lalu lintas dan lain-lain.

b.
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b. Kebiasaan memberikan tips (suap, gratifikasi) untuk pengurusan Kartu

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan lain - lain dilingkungan Birokrasi.

Faktor kebudayaan sebelxamya bersatu padu dengan faktor rnasyarckat sengaja

dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai

yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut y&ng, umpamanya,

men)'angkup tatanan lernbaga*lembaga hukum fbrmal, hukum antara lembaga-lembaga

tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem)

hukum pada dasamya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang beriaku, nilai-

nilai yangmerupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik

(hingga dianuti) dan apa yang diangap buruk (sehingga dihindari).

Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan

dua keadaan estrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah

sebagai berikut :

L Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.

2. Nilai j asmaniah/kebendaan dan ni lai rohaniah/keakhlakan.

3.Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat

diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di

Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-

undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya

keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

Dari 5 (lima) faktor di atas menurut penulis sektor yang dinilai masih lemah

dalam penengakan hukum tindak pidana korupsi faktor penegak hukum itu sendiri yang

terkesan lamban, untuk itu diperlukan aparatur penegak hukum yang terlatih, jujur,

berintegritas dan profesional. Agar aparat-aparat penegak hukum dapat membongkar

perkara-perkara korupsi dan berani menindak siapa saja yang salah.
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D. Kesimpulan

Ada beberapa faktot yang mempengaruhi penegakan hukum dalam

korupsi di Indonesia, antara lain :

1. Faktor yang terdapat dalam sistem hukum

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

menerapkan hukum

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

tindak pidan"

maupun ) arls

Salr

Soe!

Sun

Soer

PEX

KUT

UU]
2. Faktor yang terdapat di luar sistem hukum

a. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

b. Faktorkebudayaan

c. Faklor penguasa Negara

Dari beberapa faktor di atas menurut penulis sektor yang dinilai masih lemah

dalam penengakan hukum tindak pidana korupsi adalah penegak hukum itu sendiri
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